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ABSTRAK :  - berdasarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi 
Negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 
No.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 23 Tahun 
2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 
74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No.5340), Perpres 57 Tahun 2020 (LN 
Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 1046) 
sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 202/PMK.05/2022 (BN Tahun 
2022 No.1300), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) 
sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 
No. 977).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
 

    Tarif layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan imbalan atas barang 
dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi 
Negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada 
pengguna layanan, yang terdiri atas tarif layanan akademik dan tarif layanan 
penunjang akademik. Ketentuan mengenai tarif layanan dikenakan untuk 
mahasiswa mulai angkatan tahun 2024/2025.  

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:  

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2014  
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.05/2015  
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.05/2015  
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.05/2015  
e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.05/2015  
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.05/2015  
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2015 
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.05/2015  
i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.05/2015  
j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2015  
k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2015 
l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2015  
m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2015  
n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2015  
o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.05/2015  



p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.05/2015  
q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/ 
r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2015  
s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.05/2015  
t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2015  
u. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2016  
v. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.05/2016 
w. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2017  
x. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.05/2018  
y. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2019  
z. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.05/2019  
aa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2019  
bb. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2020  
cc. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.05/2020  
dd. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2020 
ee. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.05/2021  
ff. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2021  
gg. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.05/2021 
hh. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2021  
ii. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2021  
jj. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.05/2022  
kk. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2022  
ll. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2022  
mm. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2022  
nn. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2022  
oo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2023  
pp. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2023  
qq. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2023  
rr. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2023 
ss. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2023 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari kalender terhitung 
sejak tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 september 2024 dan 
diundangkan pada tanggal 30 September 2024. 

  - Lampiran hal 18-23 

 


